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ABSTRAKS
DIMAS ADITIAATMAJA, Hukum Administras Negara, Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya, November 2012. Pelaksanaan Sanksi Administrasi
Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun
2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Studi di Dinas Perekonomian Dan
Pariwisata Kabupaten Tuban). Tunggul Anshari SN., SH.MH., Lutfi Effendi,
SH.MH.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Salah
satu bentuk nyata retribusi daerah ini adalah retribusi pelayanan pasar. Di
Kabupaten Tuban, terdapat permasalahan dimana retribus pelayanan pasar
seringkali mengalami keterlambatan, sehingga wajib retribus terkena sanksi
administrasi. Pelaksanaan sanksi administras diatur dalam Pasal 19 Peraturan
Daerah Kabupaten Tuban No. 04 Tahun 2011 tentang Retribus Pelayanan Pasar.
Penelitian ini mengungkap tentang pelaksanaan sanksi administrasi berdasarkan
Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 04 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Pasar, hambatan dan upaya penanggulangannya pel aksanaan
sanksi administrasi berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No.
04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Daam penédlitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis,
yaitu menganalisis antara fenomena di masyarakat dengan peraturan perundangan
yang berlaku. Lokas penelitian adalah di Dinas Perekonomian dan Pariwisata sub
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Daerah di Kabupaten Tuban. Untuk
mengumpulkan data, peneliti  menggunakan teknik wawancara untuk
mendapatkan data primer serta studi pustaka serta penelusuran akses internet
untuk data sekunder. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode
deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian, pemungutan pembayaran retribus pelayanan
dilaksanakan Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban dan
bekerjasama dengan Unit Pelaksana Dinas Pasar Kabupaten Tuban sebagai
kolektor yang pemungutannya dilakukan oleh petugas UPTD. Jenis pelanggaran
dalam retribusi adalah keterlambatan pedagang dalam membayar retribus serta
memindahkan izin berdagang kepada pedagang lain tanpa seizin UPTD. Sanksi
dalam Pelangaaran retribusi pasar ini berdasarkan Pasal 19 yaitu berupa denda
administrasi sebesar 2% setigp bulan dari retribusi yang terutang. Hambatan
dalam pelaksanaan sanksi administrasi adalah: kurangnya kesadaran pedagang,
kurang tertibnya pelaksanaan administrasi, dan perpindahan hak milik dari
pedagang lama ke pedagang yang baru tanpa pemberitahuan kepada UPTD Pasar.
Kemudian untuk mengatas ha tersebut, dilakukan upaya: Meningkatkan
kesadaran wajib retribusi, peningkatan kompetenss SDM aparatur, melakukan
pendataan retribusi, monitoring dan pengawasan serta penagihan, koordinasi dan
konsultasi, pemenuhan sarana mobilitas. Sedangkan saran yang bisa diberikan
antara lain untuk pembuat Peraturan Daerah di Kabupaten Tuban, agar mengenai
sanksi pada Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pasar lebih diperjelas dan dipertegas. Kemudian diperlukan pengawasan dalam
hal retribusi untuk menghindari adanya pelanggaran di lapangan. Selain itu
sosialisasi tentang retribusi pelayanan pasar juga perlu ditingkatkan.



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Salah satu tujuan didirikannya Negara adalah umhémberikan
kesejahteraan bagi rakyatnya, meningkatkan hadmintartabat rakyat untuk
menjadi manusia seutuhnya. Demikian juga NegarauBlip Indonesia
sebagai negara merdeka dan berdaulat mempunyantdalam menjalankan
pemerintahannya. Pembangunan di segala bidanguddakuntuk membentuk
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasiia Utalang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujoangsa Indonesia,
sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-UnDasgr Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV, yakni medlingi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, nodarajkesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut naslakan ketertiban
dunia.

Untuk mencapai tujuan tersebut dalam melaksanakagast
pemerintahan dan pembangunan senantiasa suatu anegamerlukan
beberapa unsur pendukung, salah satunya adalakditarga sumber
penerimaan yang memadai dan dapat diandalkan. Stsubyder penerimaan
ini sangat penting untuk menjalankan kegiatan d@asing-masing tingkat
pemerintahan, karena tanpa adanya penerimaan y#&uog enaka program-

program pemerintah tidak akan berjalan secara mmaksiSemakin luas



wilayah, semakin besar jumlah penduduk, semakinarbdsebutuhan
masyarakat maka akan semakin besar dana yangutigerintuk membiayai
kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Selain dari itu, dalam rangka efektifitas pelaksempembangunan di
segala bidang, demi tercapainya keselarasan daeink@Engan seluruh
kegiatan pembangunan, maka diperlukan pemerataabgrgyunan dan hasil-
hasilnya bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu tis@kua urusan pemerintahan
dilaksanakan oleh pemerintah pusat, akan tetapadakberikan kewenangan
untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Maka sigtemerintahan negara
Indonesia yang merupakan negara kesatuan berbeapublik, dibentuk
pemerintahan daerah berdasarkan Pasal 18 Undaaginidasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Sistem pemerintahan yang bersifat desentralisalsiinsmemudahkan
koordinasi kekuasaan dan pemerintahan juga mengadashkondisi bangsa
Indonesia. Wilayah kepulauan yang luas dan keangkaran budaya bangsa
Indonesia, sehingga dibutuhkan pelaksanaan peraleaintyang disesuaikan
dengan ciri dan kebiasaan dari masing-masing daBigaskan juga dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembéant®aerah bahwa
kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daatak menyelenggarakan
pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bigangrintahan,
kecuali kewenangan dibidang politik luar negerirtgiganan keamanan,

peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewemaggng utuh dan bulat



dalam penyelenggarannya mulai dari perencanaaakgalaan, pengawasan,
pengendaliaan dan evaluasi.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah memengelasan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemhbeantaDaerah,
khususnya di dalam penjelasan umum angka 6 (eraka), terlaksana secara
optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintatigkuti dengan
pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup &egaedrah, dengan
mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangamangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimaaanlga disesuaikan dan
diselaraskan dengan pembagian kewenangan antareriRein dan Daerah.
Semua sumber keuangan yang terdapat pada setisgnupemerintah yang
diserahkan kepada Daerah menjadi sumber keuangaahda

Salah satu komponen utama pelaksanaan desenirdh&as otonomi
daerah adalah desentralisasi fiskal (pembiayaanooto daerahj. Sumber
keuangan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasiiran Pasal 5 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peringdharigeuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerdhi tatas Pendapatan
Daerah dan Pembiayaan. Sedangkan pendapatan daenahut Pasal 5 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PRemmgan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerdatasal 157 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanraBadimana

pendapatan bersumber dari: Pendapatan Asli DaBeata Perimbangan, dan

! Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004ngrifemerintahan Daerah
% Tjip Ismail, Pengaturan Pajak Daerah Indonesia, Yellow Printing, Jakarta 2005, h 12



Lain-lain Pendapatan. Pendapatan Asli Daerah merdasal 6 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 jo Pasal 157ffeutindang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 bersumber dari : pajak daesthbusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, datala pendapatan asli
daerah yang sah.

Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pemaapatrah dari
pendapatan asli daerah, menurut Pasal 158 ayatndang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 yang pelaksanaanya di daerah diahih llanjut dengan
Peraturan DaerahPasal tersebut merupakan penegasan dari Undargptynd
Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil Amanderkieususnya Pasal
23A yang menegaskan, bahwa pajak dan pungutagdaim bersifat memaksa
untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Wewenang mengenakan pungutan retribusi atas pekdsetempat
untuk membiayai layanan masyarakat merupakan wesuy penting dalam
sistem Pemerintahan Daerah. Di Indonesia, PembrDéerah baik provinsi
maupun kabupaten / kota memiliki kewenangan menganaretribusi,
meskipun jumlah penerimaan retribusi daerah relkd€il dibandingkan
dengan penerimaan pajak nasional. Sistem retritbaisiah yang digunakan
selama ini mengandung banyak kelemahan sehinggéatarang diperoleh
lebih kecil daripada besarnya beban retribusi ydiemban oleh masyarakat.

Perbedaan mendasar antara pajak dan retribusihatiadatak pada

timbal balik langsung. Untuk pajak tidak ada timbalik langsung kepada

3 Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 32nTab4 tentang Pemerintah
Daerah
* Tjip Ismail, Loc Cit, h.13



para pembayar pajak, sedangkan untuk retribusitiataal balik langsung
kepada pembayar retribisRetribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin terteamig ¥husus disediakan
dan/ atau diberikan pemerintah daerah untuk kemgami orang pribadi atau
badan.milik

Di dalam melaksanakan pemungutan retribusi daePamerintah
daerah selain berdasarkan pada Undang-Undang N@®orahun 2009
tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dagugh, berdasarkan pada
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemkantaDaerah
sebagaimana direvisi menjadi Undang-Undang Nomoratfuin 2008 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33nT@004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat désgaerintah Daerah.
Selain itu, juga berdasarkan pada Peraturan PetaiefNyomor 91 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah.

Implementasi atas lahirnya undang-undang tentatripusi daerah
tersebut dalam rangka mendorong pelaksanaan delssasr daerah yang
lebih baik, maka Kabupaten Tuban telah menetapkeratéran Daerah
sebagai peraturan pelaksanaan dalam pemungutaibusetrdi daerah
Kabupaten Tuban.

Pasar Daerah sebagai salah satu tempat yang dip&egu dalam

perdagangan jual beli / transaksi barang maupum ¢ga¥abupaten Tuban,

® Perbedaan Pajak Dan Retribusi Serta Arti Definisi / Pengertian Pungutan Retribusi Dan
Pajak, ditulis tanggal 6 Mei 2007. http://organisasi/peybedaan-pajak-dan-retribusi-serta-arti-
definisi-pengertian-pungutan-retribusi-dan-pajak



merupakan salah satu potensi pendapatan daerah pexhg diperhatikan
serius di Kabupaten Tuban. Pendapatan Daerah yigegokh Kabupaten
Tuban tersebut juga didukung oleh keberadaan usirilWlaerah terkait
retribusi pelayanan pasar. Penegakan retribusataer dilaksanakan dengan
mencantumkan saksi administrasi bagi pihak yaraktrdembayar tepat pada
waktunya atau kurang dari membayar. Sanksi ini jogemiliki potensi
meningkatkan pendapatan daerah apabila pelaksaysmadiaksanakan
dengan serius oleh Pemerintah Daerah KabupatemTuba

Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daepd&epedagang
sebagai pembayaran fasilitas pasar berupa los, #&s pelataran di pasar.
Dalam pelaksanaan retribusi ini, apabila terjadiekambatan, maka Unit
Pelaksana Teknis Dinas yang ditugasi Dinas Perek@m dan Pariwisata
mengenakan sanksi administrasi yang ketentuanrgtrddalam Pasal 19
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahuh @0tang Retribusi
Pelayanan Pasar yang berbunyi: “Dalam hal wajilibeti tertentu tidak
membayar tepat pada waktunya atau kurang membdik@nakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persts) $ulan dari Retribusi
yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar datagid dengan
menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.” D&asal disebutkan frasa
‘wajib retribusi tertentu’, yang dimaksudkan disiadalah dalam suatu
kewajiban retribusi, terdapat bermacam-macam jatigousi yang dikenakan
atas pedagang pasar. Antara lain retribusi wajiahadan retribusi bulanan.

Retribusi yang dikenakan sanksi apabila tidak d&arang dibayar adalah



retribusi bulanan. Dalam pelaksanaan sanksi adirasis Pasal tersebut
dijadikan landasan untuk melaksanakan tagihandemhaihak wajib retribusi
dalam hal ini adalah pedagang pasar yang terlamdb&m membayar
retribusi. Bila pedagang yang diwajibkan untuk meayg#r retribusi
berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupat®éanTtidak dapat
memenuhinya, maka dapat dikenakan sanksi adnaigistr

Fenomena yang timbul di kalangan pedagang pasangéaén Tuban
ini adalah pedagang tidak kunjung membayar retribsssuai yang
diwajibkan, sehingga timbul utang jatuh tempo yamgnurut Pasal 19
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahuh @0tang Retribusi
Pelayanan Pasar perlu dikenakan sanksi administesnun pelaksanaan
peraturan-peraturan tersebut terkadang tidak sesBanagihan sanksi
administrasi ini dilaksanakan oleh Unit Pelaksaeénls Dinas yang ditugasi
Dinas Perekonomian dan Pariwisata dengan peratyeary ditetapkan,
sehingga perlu dikaji lebih lanjut.

Pedagang harus membayar retribusi pasar dalam huteldentu.
Apabila terjadi keterlambatan, maka pedagang bgksdan akan dikenakan
denda sebesar 2% pada saat penagihan. Denda 2ipenhitungkan dari
denda retribusi yang belum terbayarkan. Apabil@ikainbatan terus terjadi,
dan pedagang tidak mampu membayar sanksi admsiistamg dikenakan
kepadanya, setelah mendapatkan tiga kali peringhsan dan satu kali
peringatan tertulis dalam jangka waktu tiga bulain usaha pedagang

bersangkutan akan dicabut. Pencabutan izin iniksilaakan oleh Unit



Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) setelah mendapatkarenang dari Dinas

Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban.

Tabel 1
Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Baru Tuban
No Uraian Perda Nomor4 | Keterangan
Tahun 2011
(dalam rupiah)
1 | Kios depan / utara 360.000 Per bulan
2 | Kios depan / selatan Swadaya 144.000 Per bulan
3 | Los dalam 50.400 Per bulan
4 | Los dalam daging sapi / kambing/ ayam 50.400 Per bulan
5 | Dasaran/ PK5 350 Per hari
Sumber: Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupate Tuban, 2012,
Tidak diolah
Tabel 2
Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Pramuka Tuban
No Uraian Perda Nomor | Keterangan
4 Tahun 2011
(dalam
rupiah)
1 | Kios depan / utara 108.000 Per bulan
2 | Kios dalam 88.200 Per bulan
3 | Dasaran/PK5 350 Per hari
Sumber: Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupata Tuban, 2012,
Tidak diolah
Tabel 3
Tarif Bongkaran Pasar Tuban
No Uraian Perda Nomor4 Keterangan
Tahun 2011
(dalam rupiah)
1 | Truk 4000| Sekali bongka
2 | Colt 3000| Sekali bongka




Sumber: Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupate Tuban, 2012,

Tidak diolah
Tabel 4
Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Sore Tuban

No Uraian Perda Nomor4 | Keterangan

Tahun 2011

(dalam rupiah)
1 | Kios depan 396.000 Per bulan
2 | Los dalam 200.000f Per bulan

Sumber: Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupate Tuban, 2012,
Tidak diolah

Dialatarbelakangi oleh uraian di atas, maka penuatiembahas

permasalahan yang timbul dalam suatu karya ilmialand bentuk skripsi

dengan judul: Pelaksanaan Sanksi Administrasi Berdasarkan Pasal9l

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 201 tentang

Retribusi Pelayanan Pasar (Studi di Dinas Perekonoman dan Pariwisata

Kabupaten Tuban)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan sanksi administrasi berdasafasal 19

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahurl 28ftang

Retribusi Pelayanan Pasar?

Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Dinas Perakano dan

Pariwisata Kabupaten Tuban dalam pelaksanaan satksinistrasi

berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupatean TNbmor 04
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Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dgirbana Upaya yang

dilakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menemukan pelaksanaan sanksi athasniserdasarkan
Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomofabdin 2011
tentang Retribusi Pelayanan Pasar?

2. Menemukan dan mengetahui hambatan dalam pelaksasaaksi
administrasi berdasarkan Pasal 19 Peraturan Da€abipaten Tuban
Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi PelayananarPaSerta
menemukan dan menganalisis upaya yang dilakukaasCkerekonomian

dan Pariwisata Kabupaten Tuban untuk menanggulargbatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbamganikiran untuk
pengkajian Hukum Administrasi Negara. KhususnyaaklepPemerintah
Daerah untuk mengembangkan prosedur retribusi dikganaan sanksi
administrasi terhadap pembayaran retribusi pasaradebih tepat.

2. Manfaat Praktis
a. Bagi Pedagang

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan tambatfarmasi bagi

masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengdakganaan
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sanksi administrasi terhadap pembayaran wajib bretri pasar di
Kabupaten Tuban.

b. Bagi Pemerintah Daerah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaabagai bahan
wawasan bagi pemerintah, terutama Pemerintah Dagadupaten
Tuban dalam hal memperbaiki pelaksanaan sanksi réstraisi
terhadap pembayaran wajib retribusi pasar daeralalipaten Tuban,
serta mengatasi berbagai hambatan yang timbul dakmanganan
wajib retribusi di pasar daerah Kabupaten Tuban.

c. Bagi Penulis
Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfagt penulis sebagai
salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum nd@mahami

hukum secara faktual.

E. Sistematika Penulisan
BAB |. PENDAHULUAN
Bab pendahuluan ini berisikan latar belakgrmyumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematikaufigsmn.

BAB Il KAJIAN PUSTAKA
Bab ini memuat kajian umum tentang Negara Hukum @#anomi
Daerah, Kajian Umum tentang Retribusi Daerah, s&dgan Umum

tentang Sanksi dalam Pelaksanaan Retribusi PelayRensar.
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BAB Ill. METODE PENELITIAN
Bab ini memuat dan menjelaskan tentang metode patateyang dipakai
dalam penelitian, lokasi, jenis dan sumber datapdeepengumpulan data,
populasi, sampel, dan responden, teknis analisita darta definisi
operasional.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi tentang hasil pembahasan mengaaq@iran dan analisis
data yang diperoleh dari lapangan. Pada bab isajian tentang
gambaran umum lokasi penelitian, pelaksanaan saaksninistrasi
berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupatean TNbmor 04
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Hambambatan
dalam pelaksanaan sanksi administrasi berdasarkaal R9 Peraturan
Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tenfRegibusi
Pelayanan Pasar, dan upaya yang dilakukan untukamgguolangi
hambatan tersebut.

BAB V. PENUTUP
Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan aftair keseluruhan

materi yang disertai saran-saran yang sekaligusi liberapa masukan.



BAB I

KAJIAN PUSTAKA

A. Negara Hukum dan Otonomi Daerah
1. NegaraHukum

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Daszgarhl
Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Kesatuan Bépundonesia
dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah rmioviu dibagi atas
kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kalempaian kota mempunyai
pemerintah daerah yang diatur dengan undang-und&efjagai negara
hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintadraislah berdasarkan
pada hukum yang berlaku. Sebagai negara yang meangasentralisasi
mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu rteedas urusan
pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan dafatatya ada perangkat
pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah hjageng diberi
otonomi, yaitu kebebasan dan kemandirian untuk r@mglan mengurus
urusan rumah tangga daefah.

Dalam perkembangannya negara hukum memiliki unsstiuyang
dikemukakan oleh Julius Stahl, antara lain seblagalkut.‘r’
a. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atasilk¢ah rakyat
b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan ikewaya harus

berdasar atas hukum atau peraturan perUndang-Uadang

* Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2011, h. 17
5 .
Ibid, h. 4

13
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c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia éwvergara)
d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara
e. Adanya penggawasan dari badan-badan peradilan pabgs dan
mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut bbeaar tidak
memihak dan tidak berada di bawah pengaruh ek$ekuti
f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota nataatau Warga
Negara untuk turut serta mengawasi perbuatan ddakgamaan
kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah
g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin ggiab yang
merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuaaga negara.
Negara Indonesia sebagai negara Hukum edehisstaat yang tidak
hanya mengutamakan kesejahteraan seluruh rakggi jaga membentuk
manusia Indonesia seutuhya dalam mencapai masyadkalan makmur
berdasarkan Pancasila.
2. Otonomi Daerah
Perkembangan masyarakat Indonesia dalam memasuki er
globalisasi dan reformasi telah memberikan pengatarpang cukup
berarti, antara lain kebijaksanaan di daerah yapgtaskan dari pusat
berdasarkan pendekatan dari pusat ke daerah (s=asudah tidak
sesuai lagi dengan keadaan di daerah, maka salahcaa mengatasi
ketidaksesuaian antara kebijaksanaan yang diputuskai pusat dan

kondisi daerah adalah harus segera dibuat sebuahdgka kebijaksanaan
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yang sangat strategis. Salah satu kebijaksanaag gangat strategis
sesuai dengan kondisi saat ini adalah otonomi tHaera

Sejalan dengan hal tersebut pemerintah mengelusakkhipakan
melalui Perundang-undangan tentang otonomi daewtu yndang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanaBagng telah
direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20t#htang
Pemerintahan Daerah dan kemudian dilengkapi dekatang-undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangaatian Daerah,
meletakkan perubahan mendasar dengan melaksanakajakkanaan
desentralisasi. Pengertian pemerintahan daerah rotebndang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah [@@alyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DRRDurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otorsahias-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republikoriesia,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasabRepdonesia
Tahun 1945. Asas otonomi daerah yang artinya ial@wenang dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengsgadiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setemuistdagkan peraturan
perundang-undang&nDengan daerah otonom dimaksudkan agar daerah
dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sefadtiritidak
bergantung pada Pemerintah Pusat, sehingga daeaals hmampu

mengatur pendapatan dan pengeluarannya sendiri.

® Widjaja, Otonomi dan Daerah Otonom, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011, h. 76
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Sistem desentralisasi ini Pemerintah Daerah dikewenangan
untuk membuat kebijakan dan mengatur rumah tanggaamgdiri. Selain
itu tujuan kebijakan desentralisasi yakni dalamgkanefisiensi alokasi
arus barang publik ke daerah, serta untuk mendakgiklayanan kepada
masyarakat lokal guna mendorong demokratisasi, elemgodasi aspirasi
dan partisipasi masyarakat daefah.

Sedangkan upaya yang paling dominan untuk mengdan
mengurus rumah tangga Pemerintah Daerah adalahamemglakukan
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.il@ukup menentukan

kelangsungan hidup dan otonomnya daerah yang logszm.

B. Retribus Daerah
1. Terminologi Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah atas pembayasan g&au izin
tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintalfadaentuk kepentingan
pribadi atau badan. Jasa tersebut dapat dikatadesifdi langsung, yaitu
hanya yang membayar retribusi yang menikmati bgaa dari negara.
Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelag&esehatan pada rumah
sakit yang dikelola oleh pemerintah. Setiap orasggyingin mendapatkan
pelayanan kesehatan di rumah sakit Pemerintah maeasbayar retribusi
yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pembaydesnjasa pelayanan

kesehatan di rumah sakit pemerintah. Akan tetdpktada paksaan secara

" Tjip Ismail, Loc cit. h.76
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yuridis kepada pasien (anggota masyarakat) untuknbagar retribusi
karena setiap orang bebas untuk memilih pelayanesehatan yang

diinginkannya®

Pemungutan retribusi daerah yang saat ini didasgskala Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur beberapahistitmg umum
digunakan, sebagaimana disebutkan dibawah ini.

a. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerahlaladeesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayahg
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintadem
kepentingan masyarakat setempat menurut prakamsixriseerdasarkan

aspirasi masyarakat dalam sistem Negara KesatyaubRe Indonesia.

. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undgagg dibentuk

oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/ketgah persetujuan
bersama Kepala Daerah.

Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribagalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemizariggrtentu yang
khusus disediakan dan atau diberikan oleh peméridaerah untuk

kepentingan orang pribadi atau badan.

. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan muliapelaghimpunan

data objek dan subjek retribusi yang terutang, samengan kegiatan

h.5

8 Marihot P. SiahaarRajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rajawali Pers, Jakarta 2009.

° Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tab0® Pentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah
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penagihan retribusi atau retribusi yang terutangalla wajib retribusi
yang terutang serta pengawasan penyetorannya.

e. Masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yangipaéan batas waktu
bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa daizjpan tertentu dari
pemerintah daerah yang bersangkutan.

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daeraipaian salah
satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan mesgdaln satu sumber
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan peortznglaerah,
untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraayamakat. Menurut
Tjip Ismail “Retribusi Daerah adalah pungutan daesabagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khdsegliakan dan atau
diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingamg pribadi atau
badan™°

Ciri-ciri yang terdapat pada retribusi daerah,yaitbagai berikut

a. Retribusi dipungut berdasarkan peraturan-peratysamy berlaku untuk
umum, dalam hal ini undang-undang dan peraturaratae

b. Dalam pembayaran retribusi terdapat imbalan séaagsung.

c. Hasil retribusi dipergunakan untuk pelayanan umusrkdit dengan
retribusi yang bersangkutan.

d. Dalam pemungutan dapat dipaksakan, namun paksaasifabe

ekonomis.

0 Tjip Ismail, Loc cit. h.74

" Tunggul Anshari SNPengantar Hukum Pajak, Bayumedia Publising, Malang 2008,
h.10
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2. Perbedaan Retribusi dengan Pajak

Perbedaan retribusi dengan pajak dapat dijelasiaagsi berikut?

a.

Kontra Prestasinya. Pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk
secara langsung baik secara individu dan golongidentu sedangkan
pada pajak kontra prestasinya tidak dapat ditusggdara langsung

Balas jasa pemerintah. Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran,
yaitu pajak balas jasa pemerintah berlaku untukmpseluruh rakyat
menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak omauypang
dibebaskan dari pajak. Sebaliknya pada retribwEasbjasa negara /
pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati olehalpihyang
melakukan pembayaran retribusi

Sfat pemungutannya. Pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk
setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakg@kpSementara
itu, retribusi hanya berlaku untuk orang tertegitu yang menikmati
jasa pemerintah yang dapat ditunjuk

Sfat pelaksanaannya. Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan
yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapaksdikan,
yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan suata fagentu dari
pemerintah harus membayar retribusi

Lembaga atau badan pemungutnya. Pajak dapat dipungut oleh
pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sedangiabusi

hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

12 Marihot P. Siahaanl.oc cit., h.10
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3. Objek Retribusi Daerah

Obyek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertgang disediakan
oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yangikiipeoleh pemerintah
daerah dapat dipungut retribusinya. Tetapi hany&sjenis jasa tertentu
yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layakdikgn sebagai obyek
retribusi’®

Yang menjadi objek dari retribusi daerah adalalbéetuk jasa. Jasa
yang dihasilkan terdiri dari:

a. Jasa umum, yaitu pelayanan jasa yang disediakandgarikan oleh
pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kiE@gn umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badiasa umum
meliputi pelayanan kesehatan, dan pelayanan peedanp Jasa yang
tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umumerp&ah.

b. Jasa Usaha, yaitu pelayanan jasa yang disediakan pgmerintah
daerah dengan menganut prisip-prinsip komersiari@pada dasarnya
dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa aséfira lain meliputi
penyewaan aset yang dimiliki/ dikuasai oleh pentahindaerah,
penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kamgatampat
penyucian mobil, dan penjualan bibit.

c. Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu yarigkdkan Pemerintah
Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk psagatdan

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang. Psstaydapemberian

13 panca Kurniawan & Agus Purwan®gjak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia,
Bayumedia, Malang 2004, h. 145-146
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izin oleh pemerintah tidak harus dipungut retribddian tetapi, dalam

melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerahgkiunmasih

mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapaikupi oleh

sumber-sumber penerimaan daerah yang telah dismtgehingga

perizinan tertentu masih dipungut retribusi.

4. JenisjenisRetribusi dan Kriteria Retribusi Daerah

a. Retribusi umum ditentukan berdasarkan kriteriakogfini:**

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan karsifukan
retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu.

Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan ddatam
rangka pelaksanaan asas desentralisasi.

Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi quélmadi atau
badan yang diharuskan membayar retribusi, disampinguk
melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.

Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.

Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan HKednjanasional
mengenai penyelenggaraannya.

Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif disien serta
merupakan satu sumber pendapatan daerah yangipbtens
Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan j@&saeliut
dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yanly bebk.

Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:

4 panca Kurniawan & Agus Purwantbid, h.147
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2)

3)

4)
5)
6)
7
8)

9)
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Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pduiddan Akte
Catatan Sipil

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

10)Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

Kriteria retribusi jasa usaha adalah:

1)

2)

1)
2)
3)

4)

Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribasajumum atau
retribusi perizinan tertentu.
Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifark@l yang
seyogianya disediakan oleh sektor swasta, tetapimbenemadai
atau terdapatnya harta yang dimiliki/ dikuasai oleémerintah
daerah.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
Retribusi Tempat Pelelangan

Retribusi Terminal



5)
6)
7
8)

9)
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Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggahan/ Villa
Retribusi Penyedotan kakus

Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal

10)Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

11)Retribusi Penyeberangan di Atas Air

12)Retribusi Pengolahan Limbah Cair

13)Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Kriteria retribusi perizinan tertentu antara lain:

1)

2)

3)

1)
2)
3)

4)

Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintayemg
diserahkan kepada daerah dalam rangka asas désasira
Perizinan tersebut diperlukan guna melindungi képgan umum.
Biaya yang menjadi beban pemerintah dalam penygéagn izin
tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak ifedati
pemberian izin tersebut cukup besar sehingga lalfalayai dari
perizinan tertentu.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdinida
Retribusi I1zin Mendirikan Bangunan
Retribusi I1zin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
Retribusi Izin Gangguan

Retribusi Izin Trayek
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5. Saranadan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Sarana dan Tata cara pemungutan Retribusi Daeramanya
ditetapkan pada Pasal 160 ayat (1) Undang-UndamngoRa8 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang etaskpn bahwa
retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Kedet&etribusi Daerah
(SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRRladd surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya poiokusi. Pasal 160
ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tenRajgk Daerah dan
Retribusi Daerah menjelaskan bahwa dokumen lairg ydipersamakan
antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartgdanari®

Dalam hal ini penulis secara spesifik membahastifemra Daerah
Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang ReirilRaerah.
berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupatem Tiginor 04 Tahun
2011 yaitu Jika wajib retribusi tertentu tidak meawyér retribusi tepat
pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenaganksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perstiap sbulan dari
retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayan dlitagih dengan
menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRDRD merupakan
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atasksaadministrasi
berupa bunga dan atau denda. Tata cara pelakspeammgutan retribusi

daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

!5 Berdasarkan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 28 T2b0 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah
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6. Perhitungan Retribusi Daerah
Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribgali badan yang
menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihiturenpgan cara
mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggungasa'® Dengan
demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitibbeydasarkan tarif
retribusi dan tingkat penggunaan jasa.
a. Tingkat Penggunaan Jasa
Tingkat Penggunaan Jasa dapat dinyatakan sebagatitis
penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban laiagalipikul daerah
untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, nygsdleberapa
kali masuk tempat rekreasi, berapa kali atau berapa parkir
kendaraan, dan sebagainya.
Secara spesifik Pasal 151 ayat (1) Undang-Undangdl@8
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Damenyatakan:
“Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdesarperkalian
antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retfibu
Dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun @20tdng
Retribusi Pasar, cara mengukur tingkat penggunaea jdiukur
berdasarkan lokasi, luas, jenis jasa pelayanaa periggunaan jangka

waktu fasilitas pasar.

16 panca Kurniawan & Agus Purwan®gjak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia,
Bayumedia, Malang 2004, h. 177
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b. Tarif Retribusi Daerah
Tarif Retribusi Daerah adalah nilai rupiah yangtipkan untuk
menghitung besarnya retribusi daerah yang terutdragif dapat
ditentukan sama atau dapat diadakan perbedaan nangeongan
tarif sesuai dengan sasaran dan tarif tertentualnyia perbedaan
retribusi tempat rekreasi antara anak dan dewasaf Tetribusi
ditinjau kembali secara berkala dengan memperhati@nsip dan
sasaran penetapan tarif retribusi, hal ini dimakaod untuk
mengantisipasi perkembangan perekonomian daer&hitaer dengan
objek retribusi yang bersangkutan. Dalam UndangzogdNomor 28
Tahun 2009 pasal 155 ditetapkan bahwa tarif redriditinjaukembali
paling lama tiga tahun sekali.
c. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daera
Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintakrdh dengan
memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tard perbeda antar
golongan retribusi daerah. Berdasarkan Pasal Ifpaadengan pasal
154 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, prinsipsdesaran dalam
penetapan tarif retribusi adalah sebagai befikut:
Pasal 152
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarifliRsirJasa Umum
ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediasmn jjang

bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadikm,
efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

" Berdasarkan pasal 152-154 Undang-Undang Nomom®8i 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
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(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wielipiaya
operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biagalmo

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya mempkamatiaya
penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk meragbagian
biaya.

(4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu TandadBduk dan
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya
memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadmsiastra

Pasal 153

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besanffaRetribusi
Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh
keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pgdt (1)
adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelaymsanusaha
tersebut dilakukan secara efisien dan berorieqgada harga
pasar.

Pasal 154

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariflblRstrPerizinan
Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup &abagau
seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang
bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagendanaksud
pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin,gasvasan di
lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dandaianzak
negatif dari pemberian izin tersebut.

Menurut Kesit Bambang Prakosa prinsip dasar untuk
mengenakan retribusi biasanya didasarkan pada tasi dari
pelayanan-pelayanan yang disedial&akan tetapi akibat adanya

perbedaan tingkat pembiayaan mengakibatkan taribusi tetap di

52

18 Kesit Bambang Prakos#&ajak dan Retribusi Daerah, Ul Press, Yogyakarta 2003, h.49-
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bawah tingkat biayafll cost). Ada empat alasan utama mengapa
hal ini terjadi:

(1) Apabila suatu pelayanan pada dasarnya merupakano sua
public good yang disediakan karena keuntungan kolektifnya,
tetapi retribusi dikenakan untuk mendisiplinkan somsi.
Misalnya retribusi air minum

(2) Apabila suatu pelayanan merupakan bagian dari avest
sebagian lagi merupakayood public. Misalnya tarif kereta
api atau bis disubsidi guna mendorong masyarakat
menggunakan angkutan umum, dibandingkan angkutan
swasta guna mengurangi kemacetan.

(3) Pelayanan seluruhnya merupakpamvat good yang dapat
disubsidi jika hal ini merupakan permintaan terlzayan
penguasa enggan menghadapi masyarakat dengarodtll c
Misalnya fasilitas rekreasi dan kolam renang

(4) Privat good yang dianggap sebagai kebutuhan dasar
manusia dan grup-grup berpenghasilan rendah. Misaln

perumahan untuk tunawisma

C. Sanks dalam Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar
Yang dimaksud dengan Retribusi Pelayanan Pasarhaibalalam
Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang ResiriPelayanan Pasar

yang mana dalam Pasal 1 membahas definisi RetriBakiyanan Pasar
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sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaanldsosjan pelataran di
pasar dan pasar hewan yang disediakan, dimilikiadan dikelola Pemerintah
Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikedtdga BUMD, BUMN
dan pihak swasta. Retribusi pasar merupakan gatojaga umum.

Pasar Daerah adalah suatu tempat baik terbuka maegutup dengan
segala kelengkapannya adalah milik atau dibawalgglelaan, pengawasan
Pemerintah Kabupaten yang dipergunakan perdaganfgan beli atau
transaksi barang maupun jasa baik tetap maupuk tidap secara teratur. Di
dalam pasar daerah terdapat bangunan yang berapalds, dan pelataran
pasar.

Retribusi ini dikenakan terhadap pedagang pasalanDgelaksanaan
pembayaran retribusi pasar, apabila wajib retrilgsik membayar retribusi
sebagaimana yang diwajibkan, maka akan dikenakaksisadministrasi.
Sanksi administrasi, adalah sanksi yang dikenakahatlap pelanggaran
administrasi atau ketentuan undang-undang yangdtesgministrasi.

Dalam penelitian ini, sanksi yang dikenakan addlaidasarkan Pasal
19 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentamipBRstPelayanan Pasar
yang berbunyi: “Dalam hal wajib retribusi tertetilak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksinégtrasi berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retrylangj terhutang yang tidak
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atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggun@keat Tagihan Retribusi
Daerah.®

Dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten TubaroiNo#nTahun
2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar disebutiasa f'wajib retribusi
tertentu’, yang dimaksudkan disini adalah dalamtus@wajiban retribusi,
terdapat bermacam-macam jenis retribusi yang dkemaatas pedagang
pasar. Antara lain retribusi wajib harian dan betsi bulanan.

Retribusi yang dikenakan sanksi jika tidak atauakgrdibayar adalah
retribusi bulanan. Apabila wajib retribusi tidak migayar retribusi bulanan,
setiap bulan akan dikenakan bunga 2% dan jika nmasiunggak sampai 3
kali penagihan atau selama 3 bulan maka ijin dag&ag di cabut oleh pihak
UPTD. Dalam pelaksanaan sanksi administrasi, PESdPeraturan Daerah
Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 dijadikan Isada untuk
melaksanakan tagihan terhadap pihak wajib retrilolasam hal ini adalah

pedagang pasar yang terlambat dalam membayarustrib

D. Macam-Macam Sanksi Retribus
Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu alat kekuasgang bersifat
hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintebagai reaksi atas
ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapaandahorma hukum

administrasi negara.

19 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nedribahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Pasar
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Jenis sanksi retribusi sama dengan sanksi padan#dministrasi

Negara, yaitu:

1.

Sanksi Reparatoir

Sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pekamgaorma yang
ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semtda anenempatkan
pada siatuasi yang sesuai dengan huKegal(situatie).

Sanksi Punitif

Adalah sanksi yang semata — mata digunakan untokb@kan hukuman
(straffen) pada seseorang.

Sanksi Regresif

Sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketdakan terhadap
ketentuan-ketentuan yang terdapat pada ketetapandyeerbitkan

Sedangkan aplikasi sanksi Hukum Administrasi teatlapeberapa

macam %°

1.

2.

Paksaan pemerintghestuurdwang)

Penarikan kembali keputusan yang menguntungkam, (izubsidi,
pembayaran)

Pengenaan uang paksa oleh pemeri(dafngsom)

Pengenaan denda administréidiministratieve boete)

Macam-macam sanksi tersebut tidak selalu dapatagian secara

keseluruhan pada suatu bidang administrasi Negatantu. Dari keempat

2 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2011, h.303
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macam sanksi inilah yang diaplikasikan ketika tfrjeeterlambatan dalam

membayar denda retribusi pada pedagang pasar dipk&n Tuban.

ye-qn-A103is0dal VAVIIMY 4

SVLISYIAINDN
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METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendlitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yaitu mengetahui
hukum yang berlaku di masyarakat.'> Dalam hal ini adalah pelaksanaan sanksi
administrasi berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor

04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

B. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yakni
melakukan analisis terhadap permasalahan sosial dengan perspektif hukum
dan peraturan perundangan untuk memecahkan permasalahan tersebut.’®
Persoalan yang dibahas dalam hal ini adalah bagaimana pelaksanaan sanksi
administrasi berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011
tentang Retribusi Pelayanan Pasar, hambatan dalam pelaksanaan sanksi

administrasi dan upaya untuk menanggulangi hambatan tersebut.

C. Lokas Pendlitian
Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Tuban, khususnya di wilayah

Pasar Kabupaten Tuban. Sedangkan terkait lembaga yang mendukung

12 7ainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika,Jakarta, 2009, h.30
3 Bahder Johan Nasution, Metode Peneletian I1mu Hukum, Mandar Maju, Bandung. 2008,
h. 130

32
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pengelolaan pasar, adalah Dinas Perekonomian dan Pariwisata sub Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pasar Daerah Kabupaten Tuban. Alasan lokas
penelitian tersebut karena perkembangan pertumbuhan pasar tradisiona di
Kabupaten Tuban sangat optimal mengingat tidak adanya pasar modern yang
menjual produk yang sama dengan yang dijual di Pasar Tradisional sehingga
masyarakat banyak yang memanfaatkan pasar tradisional. Selain itu,
Kabupaten Tuban merupakan kota yang berkembang, dengan banyaknya
tempat wisata, sehingga menjadikan retribus dan perekonomian daerah

meningkat.

D. Jenisdan Sumber Data
1. DataPrimer
Sumber data primer di penelitian ini diperoleh langsung dari
lapangan, dalam hal ini ialah sub UPTD Pasar Dinas Perekonomian dan
Pariwisata, serta pedagang yang terdapat di Pasar Daerah Kabupaten
Tuban.
2. Data Sekunder
Guna melengkapi penulisan ini digunakan data sekunder yang
diperoleh dari buku kepustakaan, dokumen berupa peraturan perundang-
undangan yang berlaku, serta penelusuran akses internet yang membahas
tentang pelaksanaan sanks administrasi dalam hal Retribusi Pelayanan

Pasar.



E. Teknik Pengumpulan Data
1. DataPrimer.

Data primer diperoleh melalui wawancara. Wawancara dilakukan
dengan cara tanya jawab terhadap pihak yang terkait dengan pendlitian
secara langsung dimana pertanyaan disusun secara sistematik, jelas, dan
terarah guna memperoleh data yang benar dan akurat sehingga lebih
mudah mengkaji data hasil wawancara'* Wawancara dilakukan terhadap
responden dari pihak Kepala Dinas Perekonomian dan Pariwisata, Kepala
UPTD Pasar Kabupaten Tuban serta pedagang pasar di Pasar Daerah
Kabupaten Tuban sebagaimana akan dijelaskan pada bagian Populasi dan
Sampel.

2. Data sekunder

Data tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh
dari:

Studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia dan literatur yang terkait dengan penelitian ini, serta
penelusuran akses internet mengenai artikel-artikel yang berkaitan dengan
permasalahan pelaksanaan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 19
Peraturan daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Retribusi Pelayanan Pasar.

1% Bahder Johan Nasution, /bid h. 167



F. Populasi dan Sampel

1. Populas
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Populasi diartikan sebagai keseluruhan atau himpunan obyek

dalam karakter yang sama.’® Populasi yang diambil dalam penelitian ini

adalah responden dari pihak Kepala Dinas Perekonomian dan Pariwisata,

Kepala UPTD Pasar Kabupaten Tuban serta pedagang pasar di Pasar

Daerah Kabupaten Tuban.

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive

sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan penilaian tertentu karena

unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.'®

M aka didapatkan:

1. Kepala Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban

2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Kabupaen Tuban

3. Pgjabat UPTD yang bertugas dan bertanggungjawab atas pemungutan

retribusi pasar Tuban

4. Pedagang Pasar Kabupaten Tuban (10 orang).

Sehingga secara keseluruhan jumlah responden adalah 13 orang.

NAMA UMUR
1. Ir. Farid Achmadi 55
2. H. Islam 43
3. Imam 46
4. Suparto 35
5. Rochayah 37
6. Hj. Eny Nurhayati 40

5 1bid, h.145.
16 Bahder Johan Nasution, Ibid, h. 159-160.
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7. Hj. Ramisah 29
8. Darji 36
9. Lik Suko 34
10. Muslikan 29
11. Bgjo Zaenuri 28
12. Yuliatun 31
13. Sukarmo 33

G. Teknik Analisa Data

Metode yang digunakan untuk menganalisa data yang dijadikan
jawaban rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah analisis
deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara
memaparkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, kepustakaan, dan
pengamatan, kemudian ditarik kesimpulan dengan memaparkan hasil
penelitian tentang pelaksanaan sanksi administrasi terhadap pedagang yang
terlambat atau kurang membayar retribusi pasar di kabupaten Tuban oleh

Dinas Perekonomian Dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Tuban.

H. Definisi Operasional
1. Retribusi Pasar Daerah adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan
kios, los, dan pelataran di pasar dan pasar hewan yang disediakan,
dimiliki, dan atau dikelola Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang
disediakan dan dikelolaoleh BUMD, BUMN, dan pihak swasta
2. Retribusi adalah pungutan daerah atas pembayaran jasa atau ijin tertentu
yang khusus disediakan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi

atau badan.
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3. Sanksi Administrasi adalah sanksi yang dikenakan dalam hal wajib
retribusi bulanan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang

ye-qn-A103is0dal VAVIIMY 4

SVLISYIAINDN



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokas Pendlitian

1. Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban

Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuédetak di JI. Dr.

Wahidin Sudirohusodo Nomor 86 Kabupaten Tuban.

Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten meniilikgsi sebagai

berikut :

a.

Merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang perin@ustiperdagangan,
koperasi dan usaha kecil dan menengah serta kedanlaan pariwisata
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayamam wibidang
perindustrian, perdagangan, koperasi dan usahd Remmengah serta
kebudayaan dan pariwisata,

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di dibidang pstiahy perdagangan,
koperasi dan usaha kecil menengah serta kebuddgagpariwisata
Penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawd&ieuangan,

serta program dan pelaporan

. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanangbardik daerah

yang menjadi tanggung jawab Dinas
Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas[QUPT
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupatia dengan tugas dan

fungsinya.

38



Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban

Kepala Dinas

Bagan 1

Susunan Organisasi

SEKRETARIAT

39

SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN SUB BAGIAN
KEUANGAN PROGRAM DAN
PELAPORAN

Bidang
Perindustrian

Seksi Sarana

Seksi Produksi

Seksi Usaha

Bidang
Perdagangan

Bidang Koperasi
dan PKM

Bina Usaha
dan Sarana
Perdagangan

Bidang Pariwisata

dan Kebudayaan

Seksi Kelembagaan
Dan Sumber Daya

Seksi Bina Usaha dan|

Seksi Promos
dan Informasi
Perusahaan

PKM

Seksi
Pariwisata

Pembiayaan dan
Simpan Pinjam

Seksi Metrologi
dan Perlindungan
Konsumen

Seksi Fasilita:

Seksi Seni da
Budaya

Seksi Sumber Day
Manusia dan Peran

Serta Masyarakat

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Sumber: Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban (2012)
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Dari bagan di atas, dapat diketahui bahwa susunganisasi terdiri dari:
Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang-Bidang, yang pugii: Bidang Perindustrian,
Bidang Perdagangan, Bidang Koperasi dan PKM, Bid&agiwisata dan
Kebudayaan serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPMRking-masing dapat
diuraikan sebagai berikut :

1. Sekretariat
Dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menygdeakan
administrasi umum dan kepegawaian, keuangan sentgupunan program
dan pelaporan. Sekretariat membawahkan dan mengkuasikan :
1) Subag. Umum dan Kepegawaian.
2) Subag. Keuangan.
3) Subag. Program dan Pelaporan.
2. Bidang Perindustrian
Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan didawdan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempungastmerumuskan
kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan perandeatrah dalam
menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanagambinaan,
pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayas@amistratif di
bidang sarana, produksi dan usaha industriy. Bid&w®gindustrian
membawahkan dan mengkoordinasikan :
1) Seksi Sarana.

2) Seksi Produksi.
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3) Seksi Usaha.
3. Bidang Perdagangan

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan diawdan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempungastmerumuskan
kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan perandeatrah dalam
menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanagambinaan,
pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayaaraimistratif di
bidang bina usaha dan sarana perdagangan, pronaosiirdormasi
perusahaan, serta metrology dan perlindungan kogrsunBidang
Perdagangan membawahkan dan mengkoordinasikan :

1) Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan.

2) Seksi Promosi dan Informasi Perusahaan.

3) Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen.

4. Bidang Koperasi dan PKM

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan didawdan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempungastmerumuskan
kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan perandeatrah dalam
menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanagambinaan,
pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayas@amistratif di
bidang kelembagaan dan sumberdaya, bina usahakddnderta fasilitasi
pembiayaan serta simpan pinjam. Bidang Koperasi daKkM
membawahkan dan mengkoordinasikan :

1) Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya.
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2) Seksi Bina Usaha dan PKM.
3) Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
5. Bidang Pariwisata dan K ebudayaan

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan didawdan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunhygas
merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi daengarangkat
daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis mataksanakan
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporara gstayanan
administratif di bidang pariwisata, seni dan budaserta sumber daya
manusia dan peran serta masyarakat. Bidang Patandsan Kebudayaan
membawahkan dan mengkoordinasikan :

1) Seksi Pariwisata.

2) Seksi Seni dan Budaya.

3) Seksi Sumber Daya Manusia dan Peran Serta Masyaraka

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada divdia dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyastogelaksanakan
tugas teknis dinas. Unit Pelaksana Teknis Dinas @)Rerdiri dari :

1) UPTD Perekonomian dan Pariwisata Kecamatan Tuban

2) UPTD Perekonomian dan Pariwisata Kecamatan Tamlyakbo

3) UPTD Perekonomian dan Pariwisata Kecamatan Jatirogo

4) UPTD Perekonomian dan Pariwisata Kecamatan Singgaha

5) UPTD Perekonomian dan Pariwisata Kecamatan Rengel
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6) UPTD Pasar Baru Tuban

7) UPTD Tempat Rekreasi

2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Kabupaten Tuban

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Kabupaten TulEmpakan lembaga
yang berada di bawah Dinas Perekonomian dan Patavisabupaten Tuban.
Dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah demtanggungjawab
kepada Kepala Dinas. UPTD Pasar ditunjuk atau dgugleh Kepala Dinas
Perekonomian dan Pariwisata dan diberi tugas darigdpengelolaan retribusi
pasar daerah.

3. Pasar Kabupaten Tuban

Pasar di Kabupaten Tuban sebagian besar merupasar FPradisional.
Pasar tradisional dicirikan oleh organisasi pasamgysederhana, tingkat efisiensi
dan spesialisasi yang rendah, jumlah barang redatifi, bentuk bangunan yang
sederhana, terkesan sempit, kotor, harga relatthmwan penjual dan pembeli
bertemu langsung. Ciri-ciri tersebut menunjukkahvia pasar tradisional masih
cenderung kearah kegiatan ekonomi yang sifatnygslarg dan sederhana, serta
harga barang yang dijual masih dibawah harga umum.

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dafotii oleh pemerintah,
pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik NedaraBadan Usaha Milik
Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengamtteisgha berupa toko,

kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola olehdpgang kecil, menengah,
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koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecildégagan proses jual beli barang
dagangan melalui tawar-menawar.

Keadaan pasar tradisional pada era modern sep&diasg ini tidak saja
masih dibutuhkan, tetapi juga tidak dapat dipisahkiri sistem kehidupan
masyarakat Indonesia. Kondisi ini disebabkan kalextam adanya pasar modern
yang berada di Kabupaten Tuban, meskipun ada mikehaetapi produk yang
dijual sama dengan pasar tradisional jumlahnyaatategbatas dan harga relatif
tinggi, selain itu masyarakat belum memahami mdardaa perkembangan ilmu
dan teknologi, misalnya berbelanja melalui intern8ampai saat ini pasar
tradisional masih dominan perannya di Indonesia asih sangat di butuhkan
keberadaannya, terutama bagi masyarakat kelas geméawah.

Untuk memanfaatkan Pasar yang merupakan tempaénpeah antara
penjual dan pembeli ini, pedagang di Pasar Tras$ioKabupaten Tuban
diwajibkan untuk membayar retribusi tertentu yarignggap sebagai pemilik
tempat dan juga menjaga keberlangsungan Pasar &isouipuban.

Lembaga yang paling berperan dalam pelaksanaan nugraun retribusi
pelayanan Pasar di Kabupaten Tuban yaitu Unit Batedan Teknis Dinas yang
langsung memungut kepada pedagang oleh Petugasditanguk. Pembayaran
retribusi kebersihan pasar pembayaran atas jasgelpeggaraan dan atau
penyediaan fasilitas pasar tradisional /sederhara yberupa los, kios, toko,
halaman/pelataran dan bangunan lainnya dikeloleh pemerintah daerah dan

pemungutannya dilaksanakan pada UPTD.
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B. Pelaksanaan Sanksi Administras berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah
Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
1. Penentuan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Tuban

Implementasi kebijakan retribusi pasar yang dimdKkserupa besaran tarif
dalam penetapan retribusi didasarkan pada kebiaksa daerah dengan
memperhatikan biaya penyediaan jasa, pelayanam, pasaampuan masyarakat
dan aspek keadilan.

Tata cara pemungutan retribusi dipungut dengangmerakan SKRD
(Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumenyiang dipersamakan seperti
karcis, kupon, dan kartu langganan. Pembayaranbusir dilakukan dengan
membayar langsung ke kantor Unit Pelaksana Tekaisrdh Pasar Kabupaten
Tuban atau kepada petugas yang bertanggungjawalimgeirretribusi.

Pemanfaatan dana yang didapatkan dari hasil retrisken digunakan
kembali untuk kegiatan operasional, belanja mqueigadaan fasilitas sarana dan
prasarana, biaya administrasi dan lainnya. Pemiamfaaiaya ini dimaksudkan
agar pelayanan yang diberikan kepada pedagang lpasfaioptimal dan berjalan
dengan baik.

Pembayaran Retribusi seharusnya dilakukan secaa/Itinas, namun
seringkali wajib retribusi meminta kelonggaran wekyang cukup lama.
Pembayaran Retribusi harus dilunasi oleh Wajib iResr selambat— lambatnya
dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterbitkan SKRDndpembayaran retribusi
tersebut dipungut oleh petugas yang ditetapkanmégbat yang berwenang yang

ditunjuk oleh bupati yaitu petugas UPTD (bagian pegutan retribusi)
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disetorkan langsung ke UPTD lalu diserahkan kede@sah, kemudian diberikan
tanda bukti pembayaran dan setiap pembayaran tdalkan buku penerimaan.

Untuk bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tahdkti pembayaran retribusi itu

ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pembayaran biayaysean pasar di tempat
usaha dilakukan oleh wajib retribusi melalui Unéldksana Teknis Dinas Pasar
Kabupaten Tuban. Untuk tertibnya pemungutan retribitunjuk Bendaharawan

Khusus Penerimaan yang ditetapkan dengan Surattk&gpuKepala Daerah atas
usulan Kepala Dina¥.

Pelayanan Retribusi Pasar harus dikenakan agaditsituasi pasar yang
memadai dengan tingkat kenyamanan dan kebersihaat ddirasakan oleh
masyarakat, dengan sebagai pengguna jasa pasarikatrandil dalam menjaga
kebersihan tersebut, besarnnya tarif pasar perlutediukan untuk proses
pemungutan yang lancar dan adil bagi pengguna jasa.

a. CaraMengukur Tingkat Penggunaan jasa
Besarnya tingkat penggunaan jasa retribusi pelayg@esar dihitung
berdasarkan lokasi, luas jenis, jasa pelayanaa periggunaan jangka waktu
fasilitas pasar. Dengan demikian tingkat penggungea yang diukur
berdasarkan atas faktor luas tanah bangunan bdrahwa dalam hal
pengenaan retribusi itu ditentukan berdasarkan taeah yang digunakan

untuk tempat usaha.

\Wawancara dengan Kepala UPTD Pasar Dinas Perekanatan Pariwisata Kabupaten
Tuban, tanggal 3 Juni 2012
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Begitu juga dengan tingkat penggunaan jasa yarigudioerdasarkan
atas jumlah tingkat bangunan bahwa pengenaan usirilditentukan
berdasarkan penggolongan jenis.

Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh orarfigagr atau badan
yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitunigpéakalian antara
tingkat penggunaan jasa tarif retribusi.

b. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif untuibust ditentukan
berdasarkan pada tujuan untuk menutupi sehingga aw@uruh biaya
penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasapkala tujuan untuk
menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin yssrgangkutan. Biaya
penyelenggaraan izin yang bersangkutan meliputenpian dokumen izin,
pengawasan lapangan, penegakan hukum, penatausgdnadnaya dampak
negatif dari pemberian izin tersebut.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusiatkias pada tujuan
untuk membayar biaya penyelenggara yang melipuyabi pengecekan,
pengukuran, transportasi dalam rangka pengawasarpelagendalian serta

pengadaan tanda pengawas.
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Besarnya tarif retribusi pelayanan pasar adalahgslberikut:

Tabel 5
Tarif Pasar Baru Tuban
No Uraian PerdaNo.04 | Keterangan
Tahun 2011

(dalam

rupiah)
1 | Kios depan / utara 360.000 Per bulan
2 | Kios depan / selatan Swadaya 144.000 Per bulan
3 | Los dalam 50.400 Per bulan
4 | Los dalam daging sapi / kambing/ ayam 50.400Per bulan
5 | Dasaran/PK5 350/hari  Per hari

Sumber: Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Tuban (2012)

Tabel 6
Tarif Pasar Pramuka Tuban
No Uraian Perda No.04 Ket (%)
Tahun 2011
(dalam rupiah)
1 | Kios depan / utara 108.000 Per bulan
Kios dalam 88.200| Per bulan
3 | Dasaran/PK 5 350 Per hari
Sumber: Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Tuban (2012)
Tabel 7
Tarif Bongkaran Pasar Tuban
No Uraian Perda No.04 K eterangan
Tahun 2011
(dalam rupiah)
1 | Truk 4000| Sekali bongka
2 | Colt 3000| Sekali bongka

Sumber: Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Tuban (2012)
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Tabel 8
Tarif Pasar Sore Tuban
No Uraian PerdaNo.04 | Keterangan
Tahun 2011

(dalam

rupiah)
1 | Kios depan 396.000 Per bulan
2 Los dalam 200.000 Per bulan
3 Dasaran 135.000 Per bulan

Sumber: Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Tuban (2012)

2. Jenisjenis Pelanggaran dalam Retribus

a. Keterlambatan dalam membayar retribusi

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat padsktunya
atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi adrasiiberupa bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumtabusi yang terhutang
atau kurang bayar dan ditagih menggunakan STRRt(sagihan retribusi
daerah). Namun dalam penerapan, sanksi adminis@agsiwajib retribusi
belum terlaksana berdasarkan dengan apa yang d&&sdi 19 Peraturan
Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tenfReibusi
Pelayanan Pasar.

Pembayaran retribusi ini dilaksanakan paling lamipgt bulan
tanggal 30. Apabila pedagang tidak membayar, maan aliberikan
peringatan oleh petugas UPTD sebagai pemungubustri

Faktor-faktor yang menyebabkan pedagang sebagé vedjibusi

terlambat membayar retribusi antara lain adalah:
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1) Merasa tidak ada tagihan dari UPTD dan tidak ada inisiatif
pribadi untuk membayar
Ketika UPTD tidak melakukan penagihan, maka terkgda
pedagang tidak memiliki inisiatif pribadi untuk mbayar retribusi
tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Suparto sebhgakut®

Kadang memang tidak ada tagihan dari petugas. Sadiri tidak

tahu orangnya sedang kemana. Kebanyakan teman-teman

pedagang disini ya kalau pas tidak ditagih, tidakntbhayar.
Karena mungkin sibuk juga kalau harus ke Kantor DPT

Dari pendapat Suparto tersebut dapat diketahui bgiedagang
pasar kebanyakan menggantungkan diri pada tindadmaagihan yang
dilakukan oleh karyawan UPTD. Sehingga apabila &aan UPTD
tidak melakukan penagihan, maka pedagang sebagdi we&ribusi
disini juga bertindak pasif tidak membayar retribysng seharusnya
diwajibkan.

2) Beberapa kali terlambat membayar sehingga denda menumpuk
dan terlalu besar untuk dibayar pedagang

Salah satu kesalahan yang sering dilakukan olelagaed) di
pasar adalah menumpuk denda ketika terlambat memb#&gtika
terlalu menumpuk, jumlah denda justru tidak terbaylah pedagang
pasar. Hal ini diungkap oleh Suparto sebagai betfku

Salah satu kesalahan teman-teman pedagang inihadetalanya
terlalu menumpuk, lalu malah akhirnya jadi tidatbeeyar. Ini jelas

merugikan mereka sendiri. Harusnya memang retribuslibayar
rutin saja.

S wawancara dengan pedagang Pasar Kabupaten Tabggat 5 Agustus 2012
'8 wawancara dengan pedagang Pasar Kabupaten Tabggat 5 Agustus 2012
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Berdasarkan pendapat Suparto tersebut, memang serjadi
situasi dimana pedagang pasar terlambat membayadaddalu
berjanji untuk melunasinya di bulan berikutnya. imenjadikan denda
tersebut semakin menumpuk dan akhirnya malah tidedayar oleh
pedagang pasar.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh H. Islam sebbggkut?’

Saya sering mengetahui bahwa pedagang pasar adasgang
terlambat dalam membayar retribusi. Justru perrabaahya
timbul karena begitu denda dan uang retribusi ydredum
dibayarkan tersebut semakin besar, mereka justiak tmampu
membayar.

Berdasarkan pernyataan H. Islam tersebut dapattatiilie
bahwa pedagang pasar seringkali menimbulkan masatatiri karena
mereka terlambat untuk membayar retribusi besertalahya. Hal ini
justru menyulitkan mereka sendiri karena ketika ddertersebut
menumpuk, mereka malah tidak sanggup membayarnya.

3) Tidak mengetahui kemana harus membayar retribusi

Hal ini berhubungan erat dengan sikap pasif pedagssar
dalam membayar retribusi. Seringkali mereka menurdjtagih oleh
petugas UPTD karena beralasan tidak tahu kemans maembayar
retribusi tersebut. Diungkapkan oleh Suparto setzsyikut®

Diantara beberapa teman pedagang ini memang adptgarpat
berdagangnya diberi oleh saudaranya sendiri, atzarikin oleh
calo pasar, sehingga mereka kurang memahami pamatur

khususnya dimana harus membayar retribusi. Merekalezung
menunggu ditagih saja oleh petugas.

" \Wawancara dengan Kepala UPTD Pasar Dinas Perekanatan Pariwisata Tuban,
tanggal 3 Juni 2012
18 wawancara dengan Pedagang Pasar Kabupaten Tabggat5 Agustus 2012
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Berdasarkan pernyataan Suparto tersebut, dapaadikébahwa
beberapa pedagang pasar kurang mengetahui tentagaimana
prosedur melakukan pembayaran retribusi. Hal imestinya dapat
diatasi dengan cara melakukan sosialisasi terhadalagang pasar
mengenai prosedur retribusi tersebut. Sikap pasifagang pasar ini
sekaligus menunjukkan kurang efektifnya peneraparbstansi
Peraturan Daerah tentang retribusi di kalangan gsedp pasar

Kabupaten Tuban.

b. Memindahtangankan hak berdagang di pasar tanpa melapor pada
UPTD
UPTD berhak mencabut izin pedagang pasar seteldagpag
menerima 3 kali peringatan lisan dan satu kalingaian tertulis. Namun
selama ini, belum pernah ada pedagang yang terkeneabutan izin.
Biasanya izin berdagang di pasar tersebut kemudigindah tangankan
atau dijual kepada orang lain oleh pedagang yakgra peringatan.
Hal ini diungkapkan oleh Ir. Farid Ahmadi, Kepalain@s
Perekonomian dan Pariwisata sebagai befikut:
Selama ini belum pernah ada pedagang yang terlesraputan izin.
Namun mengenai perpindahan izin, semestinya haldilakukan
dengan persetujuan UPTD. Sayangnya dalam praktd&pdngan,

terkadang pedagang langsung melakukannya tanpabatiein
campur tangan kami dan UPTD. Hal ini tentu sajanakanimbulkan

9 Wawancara dengan Kepala Dinas Perekonomian damig&e Tuban, tanggal 3 Juni
2012
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masalah di kemudian hari bila ada permasalahan restnaisi dari
pedagang lama yang belum diselesaikan.

Berdasarkan pernyataan Farid tersebut, dapat diketmhwa ia
menyayangkan adanya tindakan pedagang yang memtacigdinkan atau
menjual izin kepada orang lain tanpa seizin UPTHBI. iHi tentu saja akan
menyulitkan pada saat UPTD berusaha menagih reirjmng terutang,
karena pedagang baru terkadang tidak tahu menatantepermasalahan
tersebut dan menolak untuk membayar. Hal ini samestdiselesaikan
dengan mensosialisasikan larangan kepada pedagéaunigmemindahkan
izin berdagang sembarangan, karena nantinya akaypuiitgan dalam hal
pengurusan administrasi dan retribusi dari tempatddgang yang
dipergunakan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, sering ditemui peristiwva darn@edagang
memindah tangankan izin berdagang karena tidak mampmbayar
sanksi retribusi. Semestinya, pihak yang mengaaitiltempat pedagang
tersebut melapor terlebih dahulu ke UPTD, sekaligesnbayar retribusi
terhutang dari pedagang yang memindah-tangankarbeidagang yang
dimilikinya.

Tindakan memindahtangankan izin berdagang ini ariéén terjadi

karena faktor-faktor sebagai berikut:
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1) Dengan memindahtangankan izin, pedagang mendapatkan
keuntungan lebih besar daripada mengembalikan izin kepada
UPTD

Ketika memindahtangankan lapak yang ditempati,utesdja
pedagang mendapatkan keuntungan karena pedagang ybag
menempati lapak mereka harus membayar ‘hak’ untrkddgang di
tempat tersebut. Sayangnya hal ini kadang dilakukanpa
sepengetahuan UPTD sehingga menimbulkan beberapsgssahan
baru, seperti misalnya pedagang yang baru tidakgetehui bahwa
pedagang lama memiliki tanggungan retribusi.

Hj. Eni dalam hal ini menyatakan sebagai berfRut:

Memang sering terjadi hal dimana pedagang lama ntami
pedagang baru ‘membeli’ izin berjualan yang dinmiya, dalam
artian izin untuk menempati lapak yang ia tem@séyangnya hal
ini kadang dilakukan hanya menggunakan perjanjgmhsk dan
tidak meminta izin kepada petugas sehingga kadadgsg
menimbulkan masalah.

Berdasarkan pernyataan Hj. Eni Nurhayati terselapat
diketahui bahwa pedagang pasar seringkali ‘menjaal’ berdagang
yang dimilikinya kepada pedagang baru. Cara iniagelakan
menjadikan pedagang tersebut mendapat keuntundzandihgkan
bila meninggalkan lapaknya dengan menyerahkan peragakepada

UPTD. Namun ini juga seringkali menimbulkan masalkdrena

terkadang pedagang lama tidak memberitahu bahwessh memiliki

20 Wawancara dengan pedagang Pasar Kabupaten Tabggat 27 Agustus 2012
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tanggungan retribusi yang mana menjadikan pedadmrg yang
menempati lapak tersebut menjadi terbebani.
Menghindari retribusi yang sudah menumpuk

Bila tagihan retribusi sudah menumpuk, maka pedageamg
terkena tagihan dari UPTD bila tidak mampu membayaka ia akan
mengambil keputusan untuk memindahtangankan hatagang di
pasar tersebut kepada orang lain yang bersediaré&séarmal, hal ini
biasanya dilakukan dengan perjanjian dimana pedadrmu akan
membayar retribusi yang menumpuk tersebut. Namuwlang timbul
juga permasalahan karena pedagang yang lama tidatbearitahukan
bahwa ia memiliki tanggungan retribusi kepada padgdaru.
Ada permasalahan dalam berdagang sehingga merasa lebih baik
memindahtangankan izin berdagang

Mata pencaharian berdagang di pasar terkadangadivdeh
individu yang terlibat di dalamnya sebagai situgang keras dan
penuh permasalahan. Terkadang terjadi percekcasam® pedagang
atau terjadi permasalahan hutang piutang. Ini ndékga pedagang
tidak betah menempati lapaknya dan sebagai solasiilih pindah.
Ketika pindah, maka pedagang tersebut lalu memiadghnkan izin
berdagang kepada pedagang yang baru.

Bila mengikuti jalur yang formal, maka tindakan thlakukan
dengan meminta izin UPTD serta mengadakan permamnji@ngan

pedagang yang baru dengan memperhatikan hal-hadu&khseperti
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tanggungjawab retribusi dan sebagainya. Namun darig pedagang
melakukan hal ini tanpa persetujuan UPTD dan |amgssaja
memindahtangankan hak berdagang tersebut. Inilahg yadak

disetujui oleh pihak UPTD.

1. Sanksi untuk Pelanggaran Retribusi

Untuk pelanggaran berupa keterlambatan dalam meanbyayribusi,
berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 04nTaful tentang
Retribusi Pelayanan Pasar yang berbunyi: “Dalamwiagib retribusi tertentu
tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang maganp dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (disarpesetiap bulan dari
Retribusi yang terhutang yang tidak atau kuran@yhb dan ditagih dengan
menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah” makakssa untuk
pelanggaran retribusi berupa keterlambatan memhtaysebut adalah berupa
denda administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap tari Retribusi yang
terhutang.

Dalam prakteknya, penagihan ini dilakukan oleh gasu UPTD
kepada pedagang sembari menyertakan tagihan daddgppmbayaran bulan
berikutnya. Kemudian apabila setelah tiga kali pgatan lisan dan satu kali
peringatan tertulis pedagang tidak juga membaystss@administrasi tersebut,
maka UPTD mencabut izin berdagang dari pedaganspihgkutan. Namun
selama ini belum pernah ada kasus dimana pedagamgas diacbut izinnya

oleh UPTD. Biasanya hal tersebut diselesaikan aekekeluargaan, juga
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terkadang diselesaikan dengan cara memindahtangaizdia berdagang

kepada pedagang lainnya.

C. Hambatan Pelaksanaan Sanksi Administrasi berdasarkan Pasal 19
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang
Retribus Pelayanan Pasar
Dari hasil penelitian, kendala-kendala yang dihad2gmerintah Daerah
khususnya Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Kaduopdtuban dalam
melakukan pemungutan retribusi daerah yang seeknistdapat diungkap antara
lain:
1. Tentang sanksi, sering terdapat kendala untuk menerapkan sanks pada
wajib retribusi pelayanan pasar
Dari hasil penelitian penulis, sanksi administrgang dikenakan pada
retribusi pasar apabila terjadi keterlambatan dataembayar retribusi tidak
bersifat ketat, sehingga seringkali terjadi situa&nana retribusi yang
seharusnya dibayarkan oleh pedagang secara regalgadi bertumpuk dan
terkena sanksi administrasi berupa denda. Padéhahati terjadi, seringkali
wajib retribusi, yaitu pedagang pasar, lalu mengajupermohonan untuk
pengurangan sanksi administrasi. Kemudian apabd&sdnakan sanksi yang
lebih tegas, yaitu dilarang berjualan di pasar, an@édagang mempertahankan

diri, sehingga permasalahan sanksi administrasnemjadi berlarut-larut.
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Responden penulis, Imam, menyatakan sebagai bétikut
Masalah penarikan retribusi pasar ini sering merpadarut-larut. Kalau
masih sedikit, pedagang pasar ini selalu menundabagar, kalau sudah
terlalu banyak, mereka minta keringanan, kalaualig berjualan, mereka
protes. Hal ini kadang menjadikan permasalahanssadministrasi ini
berlarut-larut.

Berdasarkan pernyataan Imam tersebut, dapat diketdlahwa
penerapan sanksi administrasi seringkali menjagnasalahan yang berlarut-
larut karena menimbulkan protes dari pedagang pgesag menjadi wajib
retribusi, apalagi bila diberikan sanksi berupargan tegas untuk tidak boleh
berjualan. Hal ini seringkali memicu protes dardpgang pasar sehingga
menghambat petugas UPTD yang melakukan penagittebuse terhadap
pedagang.

Terkait dengan situasi semacam itu, Suparto, ssdalang pedagang di
Pasar Kabupaten Tuban menyatakan sebagai béfikut:

Memang untuk sanksi retribusi, seringkali pedagaagdiri juga tidak
sadar bahwa dendanya menumpuk, jadi ketika ditdgidm jumlah yang
besar, pedagang tidak mampu membayar. Tapi kalatadg berjualan
kan sama saja mematikan rejeki pedagang. Jadipg#yadi tidak setuju
kalau misalnya tidak mampu membayar lalu dilaraegualan, mungkin
harus ada solusi yang lebih bijaksana, misalnya lmagar sambil dicicil
dulu.

Berdasarkan pendapat Suparto tersebut, pedagaag pesnandang
bahwa sanksi administrasi untuk kewajiban retrityasig terlalu besar tentu
saja akan menyulitkan pedagang pasar, karena patagamereka yang tidak

tentu dan juga memenuhi kebutuhan sehari-hari. A&tapi pedagang pasar

juga keberatan apabila langsung dilarang berjudiapasar, karena mereka

Zl\Wawancara dengan petugas UPTD Pasar Dinas Peralamdan Pariwisata

Kabupaten Tuban yang bertanggungjawab atas pemagtrédbusi Pasar, tanggal 10 Juni 2012
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memandang ada solusi yang semestinya lebih biggders misalnya mencicil
kewajiban retribusi yang terhutang tersebut besktalanya.
. Kurangnya kesadaran wajib retribusi daerah, yaitu pedagang Pasar
Kesadaran pedagang pasar masih menjadi salah sanagalahan
utama timbulnya keterlambatan dalam pembayaraibustrpelayanan pasar,
yang kemudian berujung pada sanksi administrasg yhkenakan terhadap
pedagang pasar tersebut.
Dari hasil wawancara terhadap Rochayah, salah rsggpadagang
pasar di Tuban, dinyatakan sebagai berfRut:
Memang saya perlu mengakui, kadang-kadang temaant@®dagang ini
kurang perhatian masalah retribusi. Nanti pas titagdah menumpuk
banyak, malah kaget dan meminta keringanan. Iniesénya bias
dihindari dengan cara rajin membayar retribusieteus setiap bulannya.
Banyak masyarakat yang berdagang di Pasar Kabupaten belum
mengetahui tentang pentingnya retribusi pelayarssampdi pasar Kabupaten
Tuban ini sebagai potensi pendapatan daerah sehimggih banyak wajib
retribusi masih enggan untuk membayar retribusierka itu mereka sering
telat untuk membayar retribusi. Hal tersebut memlbat@ kerja petugas dan
koordinasi Perekonomian dan Pariwisata dan Uniak®aina Teknis Dinas
terganggu dalam pelaksanaannya, tetapi tentangldwtetan pembayaran
retribusi kebersihan di pasar Kabupaten Tuban betsgetugas hanya
memberikan sanksi administrasi berdasarkan dengag dinyatakan pada

Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 201InteRatribusi Pelayanan

%3 Wawancara dengan pedagang Pasar Kabupaten Tabggat 28 Agustus 2012
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Pasar yang berbunyi: “Dalam hal wajib retribusidetu tidak membayar tepat
pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan isadisnistrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan daib&etyang terhutang
yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih denganggunakan Surat
Tagihan Retribusi Daerah.”
3. Kemampuan dan keterampilan pegawai yang belum merata
Pegawai yang dimaksudkan disini adalah pihak UPE3aP yang
bertugas untuk melaksanakan penagihan. Terkadamgamr penagihan
diserahkan kepada pegawai dengan kemampuan korsurnjkag kurang
baik. Sehingga penyampaian untuk penagihan, sextegsalahan denda
seringkali menimbulkan kesalahpahaman dengan pedagasar. Sering
terjadi situasi dimana perhitungan yang dilakukdeh etugas tidak sama
dengan perhitungan yang dilakukan oleh pedagangrpashingga ketika
dilaksanakan penagihan, hal ini seringkali menirkéulpermasalahan.
Responden Imam terkait hal ini menyatakan sebaggiui>*
Permasalahan penagihan seringkali menjadi hal ysegsitif bagi
pedagang pasar. Oleh karena itu, dalam melaksarmelani, dibutuhkan
kemampuan komunikasi yang cukup baik oleh pihakgst UPTD yang
bertugas melakukan penagihan. Bila tidak, malain ak@amicu perdebatan
dengan pedagang pasar.
Berdasarkan pernyataan Imam tersebut, dapat dikebahwa upaya

penagihan retribusi terhadap pedagang pasar iniemigkan komunikasi yang

baik karena kesalahpahaman terkait upaya penabisarmemicu perdebatan

24 Wawancara dengan petugas UPTD Pasar Dinas Peralaomdan Pariwisata Kabupaten
Tuban yang bertanggungjawab atas penagihan retRassr, tanggal 10 Juni 2012
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dengan pedagang pasar, dan hal ini justru malah alenghambat tindakan
penagihan terhadap pedagang pasar.

Hal tersebut dibenarkan oleh salah seorang pedguasay, yaitu Hj.
Eni Nurhayati?®

Kalau menurut saya, penagihan itu seharusnya l@k-Karena banyak
juga orang susah disni. Kalau miasalnya semuadisetesaikan dengan
baik-baik, pasti tidak ada yang membandel dan besfah. Yang jelas
saya yakin pedagang disini juga tidak ada niatankutidak membayar
retribusi.

Maka berdasarkan pendapat dari pedagang dan petiRjBB yang
bertanggung jawab atas penagihan retribusi pasaulip berpendapat bahwa
petugas UPTD harus bisa melakukan penagihan séegkasehingga bisa
diterima oleh pedagang pasar.

. Pengolahan data yang belum tertata secara baik

Pengolahan data yang dimaksudkan disini adalah hmisrang
teraturnya pencatatan yang dilakukan oleh UPTDaitrikengan data wajib
retribusi, yaitu pedagang pasar, besar tagihata sanksi administrasi yang
perlu dibayarkan. Hal ini juga turut menghambat guakan sanksi
administrasi terhadap pedagang pasar. Tidak jamihgk UPTD baru
mengetahui bahwa seorang pedagang semestinya deskeksi administrasi
setelah beberapa bulan. Hal ini juga erat kaitandgagan banyaknya
pedagang pasar yang perlu didata sedangkan sunalyer rdanusia yang

melakukan pendataan di kantor UPTD hanya ditangkefi beberapa orang

saja.

% Wawancara denga pedagang Pasar Kabupaten Tubggat@7 Agustus 2012
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H. Islam menyatakan sebagai berit:
Salah satu hal yang menghambat penagihan retrielaiyanan pasar
kepada pedagang adalah pengolahan data yang batiata tdengan baik.
Pencatatan retribusi, meskipun sudah menggunakampler, masih
menggunakan pencatatan konvensional, sehinggadtergeketerlambatan
dalam pembayaran retribusi tidak disadari oleh geetu
Berdasarkan pernyataan H. Islam tersebut, dapadtadiki bahwa
sistem pengolahan data di Kantor UPTD, meskipunalsushenggunakan
komputer, namun masih bersifat konvensional, ydimgan menggunakan
software Excel, sehingga petugas terkadang tidakyatari bila ada individu
yang terlambat dalam melaksanakan pembayaran usitrilblal ini dapat
diatasi dengan menggunakan program yang dirancaagasspesifik sehingga
bisa memberikan notifikasi bila ada individu yarglambat atau belum
membayar retribusi, sehingga bisa dilaksanakamkimahjut untuk hal ini.
5. Pedagang lama memindahkan hak milik kepada pedagang yang baru
tanpa melapor kepada UPTD
Perpindahan hak milik dari pedagang lama ke pedpgamg baru
tanpa pemberitahuan kepada pihak UPTD pasar sehipgmbayaran sisa
utang retribusi yang seharusnya menjadi tangguraglawedagang lama

dibebankan kepada pedagang yang baru. Hal ini mi&aja pedagang yang

baru merasa keberatan.

26 Wawancara dengan Kepala UPTD Pasar Dinas Perekanatan Pariwisata Tuban,
tanggal 3 Juni 2012
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D. Upaya Menanggulangi Hambatan Pelaksanaan Sanksi Administras
ber dasarkan Pasal 19 Peraturan Daer ah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun
2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Adapun usaha-usaha dalam rangka mengatasi ataug piakhk mengurangi
hambatan-hambatan sebagaimana tersebut diatadpakiukan langkah-langkah
sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran wajib retribusi dengan memberikan informasi
yang seluas-luasnya kepada masyarakat melalui berbagai media antara
lain spanduk, dan papan himbauan serta siaran radio

Pihak UPTD berupaya untuk meningkatkan kesadargib wetribusi
dengan cara memberikan informasi, khususnya kepsstlagang pasar.
Diungkapkan oleh H. Islam sebagai berikut:

Untuk lebih mensosialisasikan kebijakan UPTD, kaméemasang

spanduk tentang pentingnya membayar retribusi dipé-tempat

strategis di Pasar. Pada saat melakukan penagieugas UPTD juga
berupaya melaksanakan sosialisasi mengenai perlungabayar
retribusi. UPTD juga mengiklankan hal tersebutadiio sebagai sarana
hiburan dan komunikasi yang banyak digunakan oledsyarakat
kalangan menengah ke bawah.

Berdasarkan pernyataan H. Islam tersebut dapatatikiebahwa UPTD
telah berupaya melakukan sosialisasi melalui sgartiin secara langsung
juta mengunjungi pedagang pasar untuk menjelaskatartg pentingnya
retribusi, terutama pada saat pegawai UPTD melakyenagihan. UPTD

juga telah berupaya untuk mensosialisasikannya loei&lan layanan

masyarakat di radio, karena UPTD memandang radicupakan sarana

2" Wawancara dengan Kepala UPTD Pasar Dinas Perekanatan Pariwisata Tuban,
tanggal 3 Juni 2012
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hiburan dan komunikasi yang efektif di kalangan yasskat menengah ke
bawah.
2. Mengupayakan peningkatan kompetensi SDM apar atur

UPTD memiliki dua permasalahan klasik dalam hal seimdaya
manusia, yaitu masalah kualitas dan kuantitas,gseimana yang dinyatakan
oleh H. Islam berikut ini?®

Kesulitan UPTD dalam memungut retribusi juga digengi oleh

kurangnya sumber daya, baik dalam hal kualitas mmadquantitas.

Yang dimaksud kekurangan kuantitas adalah terkaitgdn jumlah

pegawai UPTD yang melaksanakan penagihan, jelagk sdbanding

dengan wilayah yang dikelola oleh UPTD. Sedangkatard hal

kualitas, tidak semua karyawan UPTD bisa melakugananganan
pemungutan retribusi dengan baik. Hal ini masibgdrerupaya untuk
ditingkatkan oleh UPTD.

Dari pernyataan H. Islam tersebut, dapat diketathahwa
permasalahan UPTD terkait dengan sumber daya naamadsilah meliputi
permasalahan di bidang kuantitas dan kualitas. rbdhal kuantitas atau
jumlah, karyawan UPTD yang ada tidak memadai umtekangani wilayah
pasar yang cukup luas, sekaligus kegiatan admasistainnya. Sedangkan
terkait masalah kualitas, dalam hal melakukan #adalapangan dan
administrasi, kualitas pegawai UPTD masih perluindkatkan untuk

memberikan pelayanan secara maksimal. UPTD terusipéga untuk

melaksanakan peningkatan dalam hal ini secara aptim

28 Wawancara dengan Kepala UPTD Pasar Dinas Perekanatan Pariwisata Tuban,
tanggal 3 Juni 2012
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3. Melakukan pendataan retribusi daerah
Pihak UPTD berupaya untuk melakukan pendataanbusiridaerah
secara memadai. Pendataan yang dimaksud tersédkgatiakan dengan cara
melakukan pencatatan terhadap pembayaran retribpasar, lalu
mengumpulkan data pembayaran retribusi tersebutldtem satu database
yang memudahkan untuk diakses serta juga dikef@mdembangannya oleh
pihak UPTD Pasar.
4. Melakukan monitoring dan pengawasan serta penagihan kepada wajib
bayar retribus daerah
Tindakan pengawasan serta penagihan ini merupakengkdh
pragmatis yang dilakukan oleh UPTD untuk menjagar agelaksanaan
retribusi daerah sesuai dengan tujuan penyelerggaretribusi tersebut.
Penagihan kepada wajib bayar retribusi dilakukacarse reguler dengan
melibatkan petugas khusus bagian penagihan di ahlagasar yang menjadi
tanggungjawab UPTD.
5. Memantapkan koordinasi dan konsultasi baik sesama unit kerja
perangkat daerah
Pihak UPTD tidak dapat bekerja sendiri, tapi haroslakukan
kordinasi dengan pihak-pihak lain, seperti misalnyari Kantor Dinas
Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban sévék-pihak terkait di
pasar untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan Baiktuk kordinasi

tersebut antara lain berupa pelaporan aktivitaggi@an retribusi, serta juga
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upaya keterbukaan dalam memberikan penjelasanntenttribusi kepada
pedagang pasar.
6. Mengupayakan pemenuhan sarana mobilitas

Karena luasnya wilayah yang menjadi lingkup tugad®TD, yaitu
pasar-pasar di Kabupaten Tuban, maka UPTD memerlsesana untuk
meningkatkan mobilitas, antara lain berupa kendaraarta peralatan
komunikasi yang memadai untuk dapat saling berkasdi bila memenuhi
permasalahan di lapangan.

H. Islam dalam hal ini menyatakan sebagai beAkut:

Seperti yang diketahui, wilayah kerja UPTD cuku@siu meliputi

pasar-pasar yang ada di Kabupaten Tuban. Oleh&atrediperlukan

sarana dan prasarana untuk menjaga mobilitas. Begatanya adalah

penyediaan sarana transportasi dan komunikasi.

Berdasarkan pernyataan H. Islam tersebut, dapadtadiki bahwa
untuk mendukung mobilitas petugas UPTD dalam maladisan penagihan
retribusi kepada pedagang pasar berdasarkan d@egaturan Daerah Nomor

04 tahun 2011, maka pihak UPTD berupaya menyediaieana transportasi

dan komunikasi yang memadai bagi karyawannya.

Menanggapi kendala diatas apabila dihubungkan sengaha Pemerintah
Daerah Kabupaten Tuban untuk melakukan sosialisdslam rangka
meningkatkan kesadaran wajib pajak, maka masalatukikasi merupakan salah

satu permasalahan utama yang dihadapi UPTD Palkan geelaksanaan sanksi

29 Wawancara dengan Kepala UPTD Pasar Dinas Perekanatan Pariwisata Tuban,
tanggal 3 Juni 2012
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administrasi terhadap keterlambatan retribusi gdedagang pasar di wilayah
Pasar Kabupaten Tuban. Masalah komunikasi yangkdimda UPTD harus dapat
menyampaikan pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 04inT&011 tentang
Pelayanan Retribusi Pasar, sehingga tidak ada pafatan yang timbul ketika
sanksi administrasi harus dikenakan kepada pedagasgr yang terlambat
membayar retribusi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementaijdi@n retribusi
pelayanan pasar ialah sumberdaya berupa sumbardayasia, yakni masyarakat
(tingkat kesadaran pedagang dalam hal pembayatravuse pasar masih kurang)

dan penyediaan sarana transportasi dan komunikasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Pelaksanaan sanks administrasi berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah
Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan
Pasar dapat dilihat dari prosedur pemungutan serta penerapan sanksi
administrasi terhadap pedagang pasar. Pemungutan retribusi pelayanan di
pasar Kabupaten Tuban dilakukan setelah penetapan tarif retribus
pelayanan Pasar di Kabupaten Tuban yang diukur berdasarkan tingkat
pengguna jasa dan tarif retribusi, maka mengenai pemungutan pembayaran
retribusi pelayanan dilaksanakan Dinas Perekonomian dan Pariwisata
Kabupaten Tuban dan bekerjasama dengan Dinas Pasar Kabupaten Tuban
sebagai kolektor yang pemungutannya dilakukan oleh pegawai unit
Pelaksana Unit Dinas (UPTD). Jenis pelanggaran dalam retribusi adalah
keterlambatan pedagang sebagai wajib retribusi dalam membayar retribusi
serta memindahkan izin berdagang kepada pedagang lain tanpa seizin
UPTD. Dalam hal wagjib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya
atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terhutang
atau kurang bayar dan ditagih menggunakan STRD (surat tagihan retribusi
daerah). Jenisjenis pelanggaran yang ada dalam retribusi antara lain

adalah keterlambatan dalam membayar retribusi serta memindahtangankan
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hak berdagang di pasar tanpa melapor pada UPTD. Pelanggaran ini terjadi
karena faktor-faktor dimana pedagang merasa tidak ada tagihan dari
UPTD dan tidak ada inisiatif pribadi untuk membayar, pedagang beberapa
kali terlambat membayar sehingga denda menumpuk dan terlau besar
untuk dibayar pedagang, kemudian juga faktor pedagang tidak mengetahui
kemana harus membayar retribusi.

. Hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan Pasar di
Kabupaten Tuban, yaitu masyarakat yang masih belum mengerti tentang
pentingnya retribus pelayanan pasar ini bagi daerah, kemampuan dan
ketrampilan pegawai yang belum merata, pengolahan data yang belum
tertata secara baik, kurang tertibnya pelaksanaan administrass UPTD
karena terkendala fasilitas dan Perpindahan hak milik dari pedagang lama
ke pedagang yang baru tanpa pemberitahuan kepada Dinas UPTD Pasar.

. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, pihak Unit Pelaksana Teknis
Dinas berupaya melakukan upaya-upaya sebagai berikut: (1)
Meningkatkan kesadaran wajib pgjak dengan memberikan informasi yang
seluas-luasnya kepada masyarakat melalui berbagai media antara lain
spanduk, dan papan himbauan serta siaran radio; (2) Mengupayakan
peningkatan kompetensi SDM aparatur; (3) Melakukan pendataan retribusi
daerah; (4) Melakukan monitoring dan pengawasan serta penagihan
kepada wajib bayar retribusi daerah (5) Memantapkan koordinas dan
konsultasi baik sesama unit kerja perangkat daerah (6) Mengupayakan

pemenuhan sarana mobilitas.
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B. Saran

1. Sanksi yang terdapat di dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun
2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar diperjelas, dipertegas dan
dilaksanakan sesuai dengan semestinya. Karena Pasal tersebut masih
memiliki kelemahan yaitu tidak adanya sanksi definit apabila pedagang
tidak membayar sanksi retribusi. Ini memicu kurangnya kesadaran hukum
dalam diri pedagang pasar dan memicu pelanggaran lain seperti misalnya
memindahkan izin berdagang kepada pedagang lain.

2. Diharapkan agar pengawasan dalam pembayaran dan pemungutan retribusi
lebih ditingkatkan agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan
bisa diminimalisir.

3. Sosidlisas tentang retribusi pelayanan pasar ditingkatkan agar pedagang
pasar yang memanfaatkan jasa Pasar Kabupaten Tuban sebagai tempat
pertemuan antara penjual dan pembeli semakin sadar akan pentingnya

fungsi retribusi pelayanan pasar tersebut.
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